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ABSTRAK

Terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik
Indonesia pada dua periode ternyata menghasilkan arah kebijakan yang berbeda.
Pemerintahan Jokowi-JK pada periode pertama lebih berfokuas pada penguatan
ekonomi makro dan pemerataan infrastruktur. Pada periode Jokowi-Ma’ruf Amin,
pemerintahan Indonesia melahirkan banyak kebijakan penguatan ekonomi syariah
dan industri halal. Perubahan pola kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung
cita-cita Indonesia sebagai global halal hub. Penelitian ini akan menganalisis
kebijakan luar negeri era Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai global
halal hub. Dalam menganalisis kebijakan, penelitian ini akan menggunakan teori

pendekatan intermestik.

Kata Kunci: Global halal hub, Kebijakan Luar Negeri, Pemerintahan Jokowi,

Pendekatan Intermestik.

ABSTRACT

The election of President Joko Widodo (Jokowi) as President of the
Republic of Indonesia for two terms resulted in different policy directions. The
Jokowi-JK administration in the first period focused more on strengthening the
macro economy and equitable distribution of infrastructure. During the Jokowi-
Ma'ruf Amin period, the Indonesian government issued many policies to strengthen
the sharia economy and the halal industry. The change in policy patterns was made
to support Indonesia’s aspirations to become a global halal hub. This research will
analyze Jokowi's foreign policy in an effort to make Indonesia a global halal hub.

In analyzing policy, this research will use the theory of intermestic approach.

Keywords: Global Halal Hub, Foreign Policy, Jokowi Government, Intermestic

Approach.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sejak tahun 1970-an, globalisasi perdagangan pangan dan pembangunan
ekonomi di Timur Tengah, khususnya Iran dan Arab Saudi telah memainkan peran
aktif dalam mendirikan ekosistem halal dunia berkat power dari perdagangan
minyak bumi (Gauthier 2017). Industri halal pertama kali diperkenalkan ke luar
dunia muslim di London pada 2013, dalam World Islamic Economic Forum
(WIEF) ke-9. Pada acara tersebut, David Cameron memublikasikan akan adanya
eksistensi sukuk (obligasi Islam) dalam waktu dekat di Inggris, serta pinjaman
mahasiswa syariah. Sejak saat itu, “Halal” berkembang pesat dan pelabelan serta
sertifikasi komoditas halal mulai berkembang (Wilson 2014). Dengan
perkembangan pasar halal dunia yang begitu cepat, beberapa negara di dunia mulai
menetapkan tujuannya untuk menjadi pusat halal global/global halal hub. Hal ini
disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat muslim dunia merupakan segmen yang
cukup besar dengan nilai 23% dari jumlah populasi di dunia, atau sekitar lebih dari
1,5 miliar orang (Borzooei and Asgari 2013). Industri halal kemudian muncul
sebagai sektor baru dari pengembangan sektor ekonomi global. Kehadiran industri
halal meningkat dengan cepat di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Industri
halal tidak hanya terbatas pada sektor industri makanan, tetapi juga pada sektor
obat-obatan, kosmetik, produk kesehatan, dan komponen industri jasa seperti
marketing, media cetak, media elektronik, kemasan, dan branding (Rahmawaty

2022).



Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pasar berdasarkan nilai, prinsip,
dan praktis Islam, negara-negara di dunia mulai melakukan investasi besar-besaran
untuk menjadi global halal hub. Indonesia memulai ambisinya untuk menjadi pusat
halal global sejak didirikannya LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1989 oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI) (Hasyim 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia
melakukan pengembangan yang signifikan pada gaya hidup Islamic-oriented
moderen. Pergeseran gaya hidup ini dapat terlihat dari munculnya beberapa
fenomena seperti menguatnya ekosistem perekonomian syariah, meningkatnya
daya kritis masyarakat dalam menilai status produk yang akan dikonsumsi, lahirnya
mode pakaian hijab yang hit, dan berkembangnya industri kosmetik yang halal.
Dengan kurang lebih 270 juta penduduk yang 86,9 persennya beragama Islam,
pemerintah Indonesia kemudian berupaya menggalakkan untuk memerlukan
sertifikasi halal dalam setiap barang konsumsi dalam negeri (Salaam Gateway

2020).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
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Grafik 1.1 menunjukkan data perkembangan jumlah produk tersertifikasi
halal yang sejalan dengan kesadaran masyarakat dan perkembangan budaya
Islamic-oriented. Hal ini merupakan muara dari salah satu program pemerintah
yaitu Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu pelaku usaha Usaha
Mikro dan Kecil (UMK), serta program Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi
UMK Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia dan
Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) (Bank Indonesia 2021).

Perkembangan Indonesia menuju global halal hub terjadi secara masif pada
masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pasangan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini memiliki fokus utama
program kerja di bidang pembangungan ekosistem dan pengembangan industri

dalam rangka menunjang target Indonesia menjadi global halal hub. Melalui



penjelasannya dalam siaran pers laman Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf
Amin menargetkan terbangunnya ekosistem yang solid pada keuangan syariah,
usaha syariah, dan bisnis syariah pada tahun 2024 (BPMI, Setwapres 2021).

Keinginan Ma’ruf Amin ditegaskan dengan dibentuknya Masterplan
Ekonomi Syariah 2019-2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang diharapkan dapat menjadi pedoman Indonesia menuju global halal hub.
Seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah, pemerintah juga
membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang
memiliki tugas dan fungsi sebagai alat percepatan pengembangan ekonomi dan
keuangan Syariah (KNKS 2019).

Ketika diluncurkan, Masterplan Ekonomi  Syariah  2019-2024
mengisyaratkan empat langkah dan strategi utama sebagai inovasi dan percepatan
pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, penguatan halal value chain
melalui fokus sektor potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor
keuangan syariah dengan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia
(MAKSI) sebagai pedoman. Ketiga, penguatan sektor usaha Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) sebagai eksponen halal value chain. Keempat, penguatan
bidang ekonomi digital, terutama e-commerce, dan teknologi finansial sehingga
dapat mengakselerasi pencapaian strategi lainnya (Muhammad 2019).

Meskipun belum dikatakan mampu menjajari negara-negara yang telah
lebih dulu melakukan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal,
perkembangan Indonesia menuju global halal hub terus mengalami peningkatan
dari waktu ke waktu. Setiap tahunnya industri halal Indonesia telah menyumbang

pada PDB sebanyak USD 3,8 miliar dan USD 1 miliar investasi dari investor asing,



serta membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya (Fathoni and Syahputri
2020). Penguatan halal value chain melalui sektor industri potensial akan
difokuskan setidaknya pada 6 sektor, yaitu makanan dan minuman, pariwisata
halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta
energi halal (Elena 2021). Total pendapatan sektor prioritas halal value chain
menopang lebih dari 25% ekonomi nasional. Optimalisasi sektor-sektor potensial
dari halal value chain terus diupayakan dengan pelaksanaan business matching,
business coaching, business linkage, serta pendidikan kompetensi bagi pelaku
industri dan lembaga keuangan syariah (Bank Indonesia 2021).

Hingga saat ini, pelaku usaha di Indonesia sebagian besar merupakan
UMKM. Hal ini menunjukkan probabilitas bahwa pelaku industri halal di Indonesia
juga didominasi oleh pengusaha UMKM. Produk halal yang didistribusikan
UMKM Indonesia ke negara-negara muslim lain di dunia merupakan salah satu
bentuk upaya Indonesia untuk menjadi Pusat Halal Global. Sehingga, pelaku
UMKM memperoleh dukungan penuh untuk dapat menjalankan kegiatan usaha
dengan prinsip syariah. Dukungan pemerintah melalui regulasi, merupakan salah
satu faktor pendorong yang kuat bagi Indonesia agar unggul dalam prosesnya
menjadi global halal hub.

Pemerintahan Indonesia di bawah presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
berjalan selama dua periode hingga saat ini. Periode pertama pemerintahan Jokowi
mengusung 9 agenda prioritas bernama “Nawa Cita” dengan tujuan membentuk
Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, serta independen dalam
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Wedhaswary 2014).

Sedangkan, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo mengusung kampanye



peningkatan kesejahteraan sosial dan kondisi perekonomian Indonesia, dengan
menggandeng ulama muslim besar di Indonesia, yaitu K.H. Ma’ruf Amin (Arifianto
et al. 2019).

Kebijakan luar negeri Indonesia pada pemerintahann Jokowi periode
pertama bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki konstelasi politik berupa
penguatan nasional dalam menghadapi isu-isu keamanan dan perekonomian
internasional. Dengan “Nawa Cita”, Jokowi dan Jusuf Kalla berfokus membenabhi
perekonomian makro Indonesia, meliputi pengangguran, kemiskinan, dan inflasi,
Beriringan dengan kinerja Jokowi-JK, industri halal dan ekonomi syariah mulai
memasuki tahapan memperkuat pondasi pengembangan nilai-nilai syariah berupa
penyusunan strategi, pemetaan usaha syariah, pengembangan indikator, dan inisiasi
studi kelayakan, serta kolaborasi stakeholders (Sukoso et al. 2020).

Corak pemerintahan Jokowi-JK akan terlihat sedikit berbeda dengan
Jokowi-Ma’ruf Amin. Meskipun masih dengan pola kebijakan inward-looking,
Jokowi mempertajam kebijakan-kebijakan luar negerinya yang mendorong
Indonesia menuju global halal hub. Sementara studi sebelumnya kebanyakan
menjelaskan mengenai keterkaitan Indonesia menuju global halal hub dengan
pembentukan nation branding suatu bangsa, maka penelitian ini berupaya
mengidentifikasi dan menganalisis aktor dan kepentingan di balik kebijakan

Indonesia sebagai global halal hub.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
dapat ditarik rumusan masalah, “Bagaimana peran aktor-aktor intermestik pada era

Jokowi 2014-2022 terhadap kebijakan Indonesia sebagai global halal hub?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan “Bagaimana peran aktor-aktor
intermestik pada era Jokowi 2014-2022 terhadap kebijakan Indonesia

sebagai global halal hub?”.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia era Presiden
Joko Widodo yang memiliki perbedaan dalam arah prioritas dalam kurun waktu
2014-2022. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko
Widodo dalam dua periode. Dalam periode pertama, Presiden Joko Widodo dengan
pasangan Jusuf Kalla bersinergi membangun perekonomian Indonesia secara
makro, sedangkan pada periode kedua, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mulai
membangun perekonomian mikro Indonesia, salah satunya dengan mempertajam
kebijakan yang mendorong Indonesia menjadi global halal hub. Untuk
menganalisis fenomena perubahan kebijakan tersebut penulis akan menggunakan
teori intermestik dengan menekankan pada jenis pendekatan intermestik Jaringan,

Konstruktifis, dan Konsultatif (Deliberative).



1.5  Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan Jokowi menyangkut tujuan Indonesia
sebagai global halal hub telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Data-data penelitian tersebut tersajikan dalam bentuk publikasi buku, jurnal,
maupun artikel ilmiah. Penelitian secara distingtif telah dilakukan oleh Lokot Zein
Nasuition dalam sebuah jurnal yang menyajikan potensi dan agenda kebijakan yang
dianggap penting oleh Indonesia dalam rangka memperkuat rantai pasok industri
halal. Penelitian ini menekankan pada langkah Indonesia dalam meningkatkan
efektivitas kelembagaan ekosistem industri halal yang mencakup regulasi,
kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku
kepentingan industri halal (Nasution 2020). Nasution telah menyampaikan
argumennya secara baik dan sistematis. Namun, penelitiannya tidak membahas
secara mendalam mengenai aktor-aktor perumusan kebijakan Indonesia menuju
global halal hub.

Penelitian lain yang membahas mengenai kebijakan pemerintahan Jokowi
dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai global halal hub adalah penelitian oleh
Sulistia Wargi dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi
Melalui Diplomasi Ekonomi dalam Upaya untuk Menguasai Pasar Halal Dunia”.
Penelitian ini berisi analisis karakteristik kebijakan luar negeri Indonesia dalam
ambisinya menuju global halal hub. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri
suatu negara akan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan fokus dan
karakteristik masing-masing pemimpin negara. Sehingga, dalam jurnal ini Sulistia
menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia era Jokowi memiliki

prioritas politik luar negeri 4+1 yang tercantum dalam rumusan kerangka Politik



Luar Negeri Rl 2019-2024. Dalam prioritas politik luar negeri 4+1, pengoptimalan
produk halal Indonesia untuk diekspor merupakan salah satu bentuk perluasan pasar
(menuju pasar global) (Wargi 2021). Sulistia menyampaikan argumentasinya
dengan baik dan mendalam. Namun, penelitian ini menganalisis kebijakan Jokowi
dengan model analisa kebijakan luar negeri Rational Actor milik Graham T.
Allison, yang mana analisa kebijakan luar negeri menggunakan teori tersebut telah
banyak dilakukan.

Peningkatan gaya hidup Islamic oriented di masyarakat domestik dan
internasional menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan produk halal.
Standard kehalalan suatu produk maupun jasa dalam lingkup industri kini dipahami
sebagai sebuah potensi perluasan pasar, dan bertransformasi menjadi syarat penting
menembus pasar global. Bahkan, banyak negara menjadikan jaminan halal sebagai
salah satu indikator jaminan mutu, seperti di Eropa maupun Amerika (Yulia 2015).
Penelitian yang ditulis oleh Lady Yulia dalam jurnal berjudul “Strategi
Pengembangan Industri Produk Halal” memberikan penjelasan mengenai strategi
yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjadikan negaranya memiliki daya
saing di pasar halal global. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam
pengembangan industri produk halal, penerapan kebijakan yang berkelanjutan dan
berkeadilan berperan penting dalam pembangunan industri produk halal (Ibid).
Yulia telah berhasil menyampaikan argumennya dengan baik dan terstruktur.
Namun, lingkup pembahasan dinilai masih terlalu luas dan tidak secara spesifik
menunjukkan ambisi Indonesia menjadi global halal hub.

Penelitian lain yang selaras juga dilakukan oleh Fauziah Rizki Yuniarti,

Izzudin Al Farras Adha, dkk. dalam sebuah jurnal berjudul “Indonesia Seeks to



Become Global Islamic Economic Hub”. Sebagai negara dengan penduduk muslim
terbesar di dunia, kepercayaan dalam beragama merupakan hal yang tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki
posisi ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2021. Fakta
tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh,
berkembang, dan menjadi global halal hub (Yuniarti, Adha, and Purbasari 2022).
Dalam jurnal ini Fauziah dkk. menuliskan beberapa potensi yang belum
dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia dalam melakukan pengembangan
industri halal dan ekonomi syariah. Selain itu, jurnal ini juga merekomendasikan
beberapa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintahan Indonesia dalam
upaya mencapai ambisinya sebagai global halal hub. Argumentasi Fauziah dkk.
telah tersampaikan dengan baik. Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada
penguatan domestik dalam mempersiapkan Indonesia sebagai global halal hub.
Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh
penulis kali ini akan mengkaji lebih spesifik mengenai kebijakan luar negeri era
Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai global halal hub menggunakan
teori intermestik. Maka, penulis akan menjelaskan mengenai mengapa Indonesia
ingin menjadi global halal hub, siapa saja aktor yang berpengaruh dalam kebijakan
tersebut, serta bagaimana perubahan arah kebijakan Jokowi terkait global halal hub

selama dua periode pemerintahannya.

10



1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam kajian mengenai proses perubahan kebijakan pada umumnya
cenderung menggunakan pendekatan domestik, sehingga sebuah isu atau
permasalahan dilihat secara sempit dalam konteks domestik saja. Namun, dalam
perkembangannya, seiring dengan adanya globalisasi, perubahan kebijakan suatu
negara kini mempertimbangkan lalu lalangnya ide, wacana, dan aktor. Proses
politik yang dihasilkan dari globalisasi membuat studi kebijakan kontemporer tidak
dapat mengabaikan keterkaitan antara konteks domestik dan internasional dalam
proses pembuatan kebijakan. Proses perubahan kebijakan kini terbentuk melalui
konteks keterkaitan, dan untuk itu diperlukan pendekatan baru yang disebut sebagai
pendekatan intermestik (Kurniawati 2017). Pendekatan intermestik berangkat dari
tiga argumen utama. Pertama, pentingnya peran sebuah gagasan; kedua, pentingnya
aspek jejaring lintas negara; ketiga, perubahan kebijakan sebagai bagian dari proses
pembelajaran aktor.

Proses perubahan kebijakan, dalam pendekatan intermestik dapat dijelaskan
melalui beberapa teori yang dikembangkan berdasarkan pemikiran dan metodologi
berbeda. Sebagai jembatan antara pendekatan internasional dan pendekatan
domestik, pendekatan intermestik berupaya memadukan beberapa model-model

pendekatan domestik dan pendekatan internasional.

11



Pendekatan intermestik meliputi model perubahan kebijakan yang
memberikan peran penting terhadap gagasan dan jejaring kebijakan yang bersifat
transnasional. Dalam konteks ini, sebuah ide atau gagasan dipahami sebagai kognisi
dalam bentuk sistem kepercayaan, pengetahuan, dan atau wacana. Beberapa model
yang tersedia untuk pendekatan ini yaitu model jaringan, model deliberatif, dan
model konstruktivis (Kurniawati 2017).

Model pertama dari pendekatan intermestik adalah model jaringan. Model
ini didasari oleh ide bahwa sebuah jaringan dibangun karena para aktor saling
bergantung satu dengan lainnya. Saling ketergantungan ini bukan merupakan hal
yang tidak dapat dihindari karena dalam mewujudkan suatu gagasan kebijakan
diperlukan sumber daya dari pihak lain. Sebuah jaringan setidaknya melibatkan dua
kelompok aktor, yaitu aktor negara dan aktor transnasional. Aktor negara memiliki
peran penting sebagai pemilik sumber daya dalam proses perubahan kebijakan,
sementara aktor transnasional memiliki peran dalam mendukung atau tidaknya
sebuah perubahan kebijakan, sehingga nantinya akan tercipta kebijakan yang
berbeda (Rhodes 1997). Dalam model ini, proses perubahan kebijakan dipengaruhi
oleh pola kontak dan hubungan baik antara aktor, baik secara formal maupun non-
formal dalam sebuah jaringan yang bersifat transnasional. Jenis interaksi dalam
jaringan dapat berupa konflik, tawar-menawar, atau kemitraan. Sebuah kebijakan
dapat berubah dan dipengaruhi oleh pola hubungan tersebut. Hal yang menjadi
perekat antara “anggota” jaringan ini adalah sumber daya bersama dan kepentingan
bersama. Contoh aktor dalam model jaringan adalah komunitas epistemik, dimana

peran ide/opengetahuan para aktor dalam keahliannya kemudian menciptakan
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jaringan secara transnasional yang berpengaruh pada perumusan kebijakan
(Kurniawati 2017).

Model kedua adalah dalam pendekatan intermestik adalah model
konstruktivis. Dalam model ini perubahan kebijakan merupakan sebuah proses
pembelajaran berdasarkan kesesuaian logika dan norma internasional sebagai basis
penting dalam perubahan kebijakan (Checkel 1997). Sebuah norma internasional
akan lebih mudah diinternalisasi dan dilegitimai dalam sebuah kebijakan jika
menyentuh nilai, identitas, atau keyakinan aktor domestik. Norma internasional
diproses melalui proses kognitif, dimana perubahan kebijakan tidak hanya
disebabkan oleh kepentingan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan
kapasitas aktor untuk memperoleh informasi dan pembelajaran yang dapat
mengubah kepentingan aktor yang terlibat (Kurniawati 2017).

Model ketiga deliberatif, yang mana menjelaskan bahwa perubahan
kebijakan terjadi disebabkan oleh perubahan wacana yang mengatur pola hubungan
sosial secara normal, maka kunci dari model deliberatif adalah interpretasi sebuah
wacana. Memahami perilaku dapat dilakukan dengan mempelajari interpretasi
wacana yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat pada proses perubahan
kebijakan. Perbedaan rekomendasi kebijakan dapat berubah sesuai dengan wacana
yang berlaku. Artinya, dalam model ini perubahan kebijakan didasari oleh
argumentasi-argumentasi yang membentuk sebuah bingkai kebijakan yang di
dalamnya terdapat problematika dan solusinya. Sudut pandang terbaik dalam
memahami model deliberatif adalah bahwa bahasa yang digunakan untuk
membahas kebijakan dan permasalahannya tidaklah netral, bergantung atas

pemahaman aktor memandang sebuah wacana dianggap sebagai “masalah”. Proses
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perubahan kebijakan diwujudkan dalam proses menentukan wacana berdasarkan
paham-paham epistemik atau koalisi wacana yang bersifat transnasional
(Kurniawati 2017).

Tabel 1. Pendekatan Intermestik dalam Memandang Perubahan Kebijakan

Intermestic Approach
Model Aktor Proses Perubahan Faktor yang
Kebijakan Mempengaruhi
Jaringan Komunitas Proses memperoleh berbagi
epistemik pengetahuan pengetahuan,
berbagi masalah, dll
Deliberatif Koalisi Proses komunikatif Wacana global
wacana dan koalisi/sosial/deliberatif
gagasan
epistemik
Konstruktivis | Gagasan Proses belajar Norma/gagasan/nilai
domestik dan
norma
internasional

Sumber: (Kurniawati 2017)

Teori pendekatan intermestik tersebut menjadi dasar membangun argumen
yang kuat dan pengumpulan data di penelitian ini. Namun, data dalam penelitian
ini akan diselaraskan dengan jangka waktu yang telah penulis rencanakan. Pada
penelitian ini penulis akan menggunakan model deliberatif. Model tersebut dipilih
oleh penulis karena pada kebijakan luar negeri era Jokowi pada tahun 2014-2022
terjadi perubahan arah kebijakan yang didasari oleh adanya koalisi wacana dan
gagasan epistemik yang terbentuk melalui proses komunikatif sosial. Koalisi
wacana merupakan bentuk dari kelompok atau aliansi yang bekerjasama
membentuk suatu diskusi, narasi, dan pembicaraan mengenai isu tertentu. Koalisi
wacana dapat tersusun dari kelompok maupun individu tertentu, yang dapat

mempengaruhi persepsi atas suatu isu.
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1.7  Argumen Sementara

Penulis memutuskan argumen sementara bahwa kebijakan luar negeri era
Jokowi pada tahun 2014-2022 menunjukkan perubahan yang dipengaruhi peran
aktor-aktor intermestik berupa koalisi wacana dan gagasan epistemik pada periode
pertama dan periode kedua. Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi periode
kedua mengalami pematangan fokus yang memperkuat pondasi-pondasi industri

halal dan ekonomi syariah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data.
Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami suatu fenomena, meliputi
pembahasan apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana
terjadinya suatu fenomena (Fadli 2021). Penelitian kualitatif memiliki tujuan utama
untuk mengkaji suatu fakta atau fenomena agar lebih mudah dipahami, sehingga
dapat memungkinkan hadirnya hipotesis baru pada penelitian lain. Penelitian
kualitatif akan menyajikan data pemahaman yang mendalam mengenai
permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan realitas kehidupan atau fakta.
Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin
menyajikan hasil penelitian secara eksplanatif yang bersumber dari referensi-
referensi tertulis. Metode penelitian ini sesuai dan sejalan dengan model teori
intermestik yang juga akan membahas mengenai sebab dan akibat fenomena dalam

perspektif domestik dan internasional.
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1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Indonesia. Sedangkan,
objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia

terkait global halal hub pada era Presiden Joko Widodo.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara melakukan riset pada sumber-sumber
bacaan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai data pendukung
bagi penelitian, sehingga argumen-argumen penulis menguat. Data dalam
penelitian ini biasanya diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel, jurnal,
dan lain-lain. Penulis kemudian mengolah data tersebut melalui kerangka
pemikiran dan metode yang ditentukan, kemudian menyajikannya dalam bentuk

naratif agar mudah dipahami oleh pembaca.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis memulai proses penelitian dengan menyusun proposal penelitian
atau skripsi. Penyususnan proposal skripsi akan menyajikan komponen apa saja
yang akan dibahas, mulai dari judul penelitian, latar belakang penulis mengangkat
penelitian tersebut, rumusan masalah, dan skema pembahasan yang akan disajikan

lebih terperinci dalam naskah skripsi.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1, akan menyajikan tentang latar belakang fenomena yang menjadi

pemantik penelitian ini, rumusan masalah, cakupan penelitian. Kerangka
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pemikiran/landasan teori yang penulis gunakan, kajian pustaka, dan metodologi
penelitian.

BAB 2, bab ini akan berisi tentang aktor-aktor yang memiliki peran dalam
perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan global halal
hub. Dalam bab ini akan akan menjelaskan bagaimana aktor internasional dan
domestik berperan sebagai aktor intermestik.

BAB 3, dalam bab ini penulis akan berfokus pada dua sub pembahasan,
yaitu proses perubahan kebijakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan
kebijakan tersebut.

BAB 4, berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diungkapkan oleh penulis

untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
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BAB 2

AKTOR-AKTOR INTERMESTIK PADA KEBIJAKAN PUSAT HALAL

GLOBAL

Dalam buku Intermestik sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional
(Demeiati and Kurniawati 2016), pendekatan intermestik merupakan sebuah
pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu
transnasional dan aktor transnasional dengan mengkaji interaksi, respon, serta
dampak yang dapat ditemukan dalam sebuah sistem internasional terhadap politik
domestik Indonesia, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa
pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat
atau berpengaruh dalam sebuah perubahan kebijakan. Aktor-aktor tersebut akan

diidentifikasi menjadi dua bagian, yaitu aktor internasional dan aktor domestik.

2.1 Aktor Internasional
2.1.1 Organization of Islamic Cooperation (OIC)

OIC merupakan organisasi antar pemerintah atau antar negara terbesar
kedua setelah United Nations (UN). Hingga saat ini, OIC telah beranggotakan 57
negara anggota dan memiliki delegasi permanen ke United Nations (UN). OIC
bekerja sebagai suara kolektif dari seluruh muslim di dunia melalui pemerintahan
masing-masing bangsa yang menjadi anggota (Alim 2014).

Jaringan yang terbentuk dari negara-negara anggota OIC menciptakan
lingkungan dagang berdasarkan keyakinan agama Islam. OIC berangkat dari

kepercayaan umat muslim dunia bahwa semua muslim adalah saudara, sehingga
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seluruh hal yang menyangkut kehidupan umat muslim di seluruh bagian dunia
banyak mendapatkan perhatian dari umat muslim dari bagian dunia yang lain.
Negara-negara anggota OIC yang mayoritas penduduk negaranya beragama Islam,
kerap berkumpul membicarakan berbagai persoalan yang terjadi pada umat muslim
dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam termasuk ekonomi dan industri
halal. Seperti halnya organisasi kawasan, OIC memungkinkan terjadinya
perjanjian-perjanjian kerjasama antara negara-negara anggota.

Pada model deliberatif, OIC berperan sebagai aktor koalisi wacana bagi
perubahan kebijakan Indonesia sebagai global halal hub. Hal ini dikarenakan, OIC
dapat membentuk sebuah komunikasi atas isu atau topik tertentu yang memiliki
keterkaitan dengan apa yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Sebagai aktor
koalisi wacana, OIC memiliki badan subsider bernama SESRIC (Statistical,
Economic, and Social Research and Training Centre for Islamic Countries). Pada
bidang penelitian ekonomi dan sosial, SESRIC mempelajari dan mengevaluasi
perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota OIC untuk
menghasilkan proposal yang akan menginisiasi dan meningkatkan kerjasama di
antara negara anggota (SESRIC, OIC n.d.).

Gagasan yang dikeluarkan oleh SESRIC salah satunya adalah New
Directions in The Tourism Sector: Islamic Tourism in The OIC Countries.
Dokumen tersebut berisikan beberapa rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata
yang dapat dipertimbangkan oleh negara-negara anggota OKI untuk melaksanakan
pengembangan pariwisata muslim. Dokumen tersebut berdasarkan hasil
pembahasan beberapa konferensi dan forum, termasuk di dalamnya delapan

konferensi tingkat Menteri yang telah diselenggarakan untuk menyoroti isu-isu dan
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tantangan utama pengembangan pariwisata halal di negara-negara OKI (SESRIC,
OIC 2014). Menanggapi wacana tersebut, pemerintahan Jokowi membentuk Tim
Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal pada tahun 2015 guna melakukan

akselerasi pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Sayekti 2019).

2.1.2 World Trade Organization (WTO)

Konsep perdagangan internasional berpedoman pada sumber hukum
internasional seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Setelah
lahirnya GATT pada Oktober 1947, World Trade Organization (WTO) dibentuk
pada tahun 1994 sebagai sebuah wadah negara-negara yang terikat dengan
ketentuan-ketentuan GATT (Jamilus 2017). WTO berungsi sebagai sebuah sarana
pendorong terwujudnya liberalisasi perdagangan yang adil dan tertib di dunia.
WTO memiliki andil liberasi perdagangan dalam membuka peluang perdagangan
lintas negara bagi negara-negara anggotanya dan memperkecil hambatan
perdagangan.

Model deliberatif melihat WTO sebagai koalisi wacana, karena WTO
merupakan sebuah organisasi yang berisikan berbagai negara dengan tujuan
komplementer untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia.
Sebagai aktor koalisi wacana, WTO meratifikasi Technical Barriers to Trade
Agreement (TBT) yang bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan upaya
regulasi dalam harmonisasi standar global dan mencegah tindakan proteksionisme
terselubung terkait perdagangan. Melalui TBT, WTO mengakui hak anggota WTO
untuk mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan sosial
mereka yang sah. Dinyatakan secara tegas oleh WTO dalam naskah preambule

TBT Agreement:
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“No country should be prevented from taking measures necessary to ensure
the quality of it’s exports, or for the prevention of human, animal, or plant life or
health, of the environment, or the prevention of deceptive practices, at the levels it
considers appropriate.” (WTO 2022)

Tujuan dibentuknya TBT Agreement adalah untuk memastikan bahwa
peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan, dan
pelabelan, serta prosedur penilaian formalitas yang diadopsi oleh negara anggota
tidak menciptakan hambatan perdagangan internasional. Hal ini tentunya berkaitan
dengan sertifikasi dan pelabelan halal yang sedang digiatkan oleh Indonesia melalui
Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan serangkaian peraturan sejenis lainnya.
Dalam hal ini, tindakan Indonesia dapat dikatakan sebagai ‘aturan teknis’ yang
digambarkan dalam TBT Agreement. Karena, sifat wajib sertifikasi atau pelabelan
halal sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal
menunjukkan ciri peraturan teknis, dimana terdapat sanksi tertentu Selain itu,
beberapa peraturan terkait pelabelan halal juga memiliki sanksi administratif yang
dapat dikenakan pada bisnis yang melanggar ketentuan (Limenta, Edis, and

Fernando 2018).

2.2 Aktor Domestik
2.2.1 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi kemasyarakatan atau
Lembaga Swadaya Masyarakat LSM) yang juga merupakan wadah musyawarah
para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina,

dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI didirikan pada tanggal
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26 Juli 1975. Selain itu, salah satu fungsi dari MUI adalah menjadi penghubung
antara ulama atau umat muslim dengan pemerintah dalam menyukseskan
pembangunan nasional (Majelis Ulama Indonesia n.d.). Meskipun bukan
merupakan organisasi di bawah naungan pemerintah, fatwa yang lahir dari MUI
dapat memberikan sedikit pengaruh bagi arah kebijakan pemerintahan Indonesia.
Hal itu karena MUI berisikan gabungan ulama dari semua komponen umat Islam
di Indonesia. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia merupakan muslim,
maka pemerintah Indonesia seringkali memerlukan peran MUI dalam hal-hal yang
menyangkut dengan urusan umat muslim di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan jaminan produk halal, pemerintah
Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada 6 Januari 1989. Lembaga ini
bertugas dalam memeriksa dan memberikan sertifikasi halal. Meskipun awalnya
sertifikasi halal dan uji kehalalan di Indonesia hanya bersifat sukarela, namun
seiring perkembangan, sertifikasi halal kian dibutuhkan bahkan bukan hanya di
pasar domestik, melainkan pasar internasional. Prinsip-prinsip kehalalan yang
mengandung asas “thayyiban” atau kebaikan kini mulai menjadi standar yang
diakui oleh pasar global karena dapat mencerminkan keamanan konsumsi produk
bagi tubuh manusia.

Selain berperan dalam pelabelan halal, MUI juga lembaga yang mampu
mengeluarkan fatwa hukum Islam (syariah) sebagai panduan kegiatan ekonomi,
khususnya pada kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah dalam hal
operasional lembaga dan mengawasi implementasi fatwa tersebut. Dalam hal ini,

MUI mendirikan sebuah lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasinal (DSN)
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sejak tahun 1998. DSN merupakan sebuah lembaga di bawah MUI yang bertugas
menjalankan tugas MUI dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan ekonomi
syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah
ataupun lainnya. Pembentukan DSN ditujukan untuk meningkatkan efisiensi
koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan
masalah ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, DSN juga menjalankan tugas
MUI dalam hal pengawasan, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi (A. Gayo 2011).

Dukungan MUI terhadap national goals Indonesia sebagai global halal hub
juga dapat terlihat dari kehadiran LPPOM-MUI pada OIC Halal Expo ke-9 di
Istanbul. Pada acara tersebut, LPPOM-MUI menggelar gerai informasi sertifikasi
halal dan membantu pelaku usaha negara-negara anggota OIC dalam melaksanakan
sertifikasi halal dengan standar persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 (Susanti
2022).

Model deliberatif dapat mengkategorikan MUI sebagai aktor koalisi
wacana. Hal itu disebabkan karena MUI merupakan sebuah organisasi non
pemerintah yang terdiri dari sejumlah ulama, cendekiawan, dan tokoh agama yang
berpartisipasi dalam diskusi, fatwa, dan pengeluaran pernyataan resmi. Melalui
kegiatan ini, MUl memainkan peran dalam membentuk pandangan dan narasi
tentang isu-isu keagamaan, moral, dan sosial. MUI juga memiliki pengaruh dalam
mempengaruhi opini publik serta arah tindakan umat Muslim di Indonesia
berdasarkan interpretasi dan pandangan keagamaan mereka. Dengan demikian,

MUI dapat dianggap sebagai bentuk koalisi wacana yang memiliki peran dalam
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membentuk dan memengaruhi percakapan dan pandangan di masyarakat tentang

isu-isu keagamaan dan sosial.

2.2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

BAPPENAS merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki fungsi
membantu presiden dalam melakukan perencanaan arah kebijakan menyangkut
ekonomi makro, mengatur pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran,
merancang sarana dan prasarana perekonomian, menyusun rencana pembangunan
nasional, serta membuat sebuah kesepakatan global. BAPPENAS akan melakukan
pengembangan, pengkajian, penguatan dan sinkkronisasi kebijakan untuk
mencapai visi-visi Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas n.d.).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai global halal hub,
BAPPENAS berperan melalui pembentukan Masterplan Arsitektur Keuangan
Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) pada tahun 2016. Masterplan AKSI dibentuk
guna mendorong peningkatan infrastruktur dan kapabilitas sistem keuangan
syariah, mengatasi ketimpangan, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan
potensi baru dalam pasar domestik dan internasional, serta mempersiapkan
Indonesia menjadi pelaku utama keuangan syariah di dunia. Masterplan AKSI
mengandung rekomendasi-rekomendasi kebijakan mendorong pertumbuhan
keuangan syariah di Indonesia, salah satunya adalah rekomendasi pembentukan
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Indonesia guna membantu
mewujudkan dan melakukan fungsi pengawasan Masterplan AKSI (Kementerian
PPN/Bappenas 2017).

Atas rekomendasi Masterplan AKSI, KNKS dibentuk dengan dasar hukum

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan
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Syariah (KNKS). KNKS diketuai langsung oleh Presiden dengan wakil ketua
adalah Wakil Presiden serta 10 jajaran Dewan Pengarah yang terdiri dari pimpinan
Menko Perekonomian, Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Agama,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank
Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ibid).

Namun, dalam perjalanannya, BAPPENAS bersama KNKS kemudian
bekerjasama meluncurkan masterplan baru bernama Masterplan Ekonomi Syariah
Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan tujuan mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. MEKSI 2019-2024 secara resmi
diluncurkan pada 14 Mei 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jika fokus utama yang
tertera dalam cetak biru masterplan sebelumnya adalah keuangan syariah, kerangka
usulan MEKSI 2019-2024 berisikan empat rekomendasi strategi utama, yaitu: (1)
penguatan halal value chain dengan fokus sektor potensial; (2) penguatan sektor
keuangan syariah dengan penyempurnaan blueprint yang telah tertuang dalam
Masterplan AKSI; (3) penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) sebagai roda penggerak halal value chain; serta (4) penguatan bidang
ekonomi dan perdagangan digital dan teknologi keuangan yang dapat
mengakselerasi pencapaian strategi lainnya (Kementerian PPN/Bappenas 2019).

Kerangka usulan MEKSI 2019-2024 kemudian dilengkapi dengan peta
jalan dari berbagai lembaga terkait. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
dalam implementasinya perlu diintegrasikan dengan sistem yang baik, serta strategi

yang mencakup lokal, nasional, hingga internasional. MEKSI 2019-2024
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mendorong adanya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih
mendetail dengan diskusi, inovasi, dan regulasi.

Target capaian dari MEKSI 2019-2024, vaitu: (1) peningkatan skala usaha
ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam Global Islamic Economic Index
dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; serta (4) peningkatan indeks

kesejahteraan (Kementerian PPN/Bappenas 2018).
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Gambar 2. Skor IFCI 2019

9019 | 2018 | CHANGE | 2019 | 2018 | CHANG
COUNTRIES SCORE | SCORE | INSCORE | RANK r

INDONESIA 81.93 2413 | +57.80 1 5 +5
MALAYSIA .05 @ 810 +0.04 2 1

IRAN 79.03  75.01 +0.02 3 2 1
SAUDI ARABIA 60.65 = 66.66 6.01 4 3

SUDAN 5571 1709  +38.62 5 1 +6
BRUNEI DARUSSALAM 49.99 1097 | +39.88 & 14 g
UNITED ARAB EMIRATES 4531 3978 4553 7 4 3
BANGLADESH 43.01 1778 | +25.23 g 10 #2

Sumber: (DDCAP Group 2019)

Selain melakukan penyusunan MEKSI, KNKS telah berhasil membawa
Indonesia meraih posisi teratas dalam pasar keuangan syariah global berdasarkan
data dari Global Islamic Finance Report 2019 setelah sebelumnya berada di posisi
ke-enam. Hingga pada akhir 2019, KNKS meluncurkan Rencana Implementasi
Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 sebagai rujukan bagi
kementerian, lembaga, dan institusi terkait dalam melaksanakan rencana

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas 2020).

2.2.3 Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan di Republik Indonesia merupakan salah satu
kementerian negara atau lembaga yang beranggung jawab kepada Presiden

Republik Indonesia, dan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan
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pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dalam rangka
membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (DJPb KPPN
Tuban n.d.).

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan menjalankan
seperangkat fungsi terkait perumusan, penetapan, dan pelaksaan kebijakan di
bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan
cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan negara,
dan risiko keungan negara. Selain itu, Kementerian Keuangan juga berfungsi
mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan kepada atas
pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Fungsi-fungsi ini dijelaskan
secara terpadu dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Keuangan dan Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia n.d.).

Kementerian Keuangan dinilai sebagai kementerian negara yang memiliki
andil cukup besar dalam masterplan Indonesia sebagai global halal hub. Usai
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, sebuah komite pengawasan
dalam rangka percepatan visi Indonesia sebagai global halal hub bernama Komite
Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengalami transformasi menjadi Komite
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Bersamaan dengan
pergantian nama dan perluasan fungsi, peraturan tersebut membuat komite ini
berganti naungan dari yang sebelumnya bergerak di bawah Kementerian
PPN/Bappenas, menjadi bergerak di bawah Kementerian Keuangan. Perlengkapan,

asset, pegawai, pembiayaan, dan seluruh dokumen KNEKS secara resmi diserah-
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terima pada Kementerian Keuangan pada Selasa, 3 November 2020 (Kementerian
PPN/Bappenas 2020).

Sebelumnya, di bawah naungan Kementerian PPN/Bappenas, KNEKS telah
melalui masa perencanaan strategi dan penyusunan rencana aksi yang cukup
panjang. Maka, peran Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah berupaya
memaksimalkan eksekusi dari rencana aksi yang telah terbentuk sebelumnya agar
dapat terlaksana dengan baik. Salah satu langkah partisipasi Kementerian
Keuangan dalam percepatan visi global halal hub adalah proyek pengembangan
ekosistem perbankan syariah. Kementerian Keuangan dengan beberapa
stakeholders terkait melakukan konversi dan merger beberapa perbankan syariah
BUMN di Indonesia bersama KNEKS.

Keputusan ini berangkat dari permasalahan pada kurang kompetitifnya
perbankan syariah secara umum, sehingga menjadi salah satu penghambat
pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia. Kendala berupa modal yang
terbatas menyebabkan bank syariah kesulitan dalam melakukan ekspansi bisnis,
khususnya ke sektor korporasi, institusi, atau pembiayaan proyek pemerintah yang
memerlukan dana besar. Gambar 3 menunjukkan data dalam sebuah kajian KNEKS
bahwa perbankan konvensional memiliki jumlah modal hingga 8,5 kali lebih besar
dibandingkan modal perbankan syariah pada tahun 2018. Berdasarkan
permasalahan tersebut, tiga perbankan syariah BUMN di Indonesia, yaitu Bank
Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, serta Bank BRI Syariah dikonversi dan
mengalami merger di bawah koordinasi KNEKS dan Kementerian Keuangan
menjadi Bank Syariah Indonesia pada 27 Januari 2021 (Komite Nasional Ekonomi

dan Keuangan Syariah 2019).
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Gambar 3. Grafik Perbandingan Modal Perbankan Konvensional dan

Perbankan Syariah
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Sumber: (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019)

Terkait dengan pemberdayaan umat, Kementerian Keuangan memiliki
program sukuk wakaf bernama Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWSL Ritel) yang
merupakan sebuah pilihan investasi dengan manifestasi keberkahan yang berasal
dari sukuk negara yang kemudian disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan
kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi
umat. Program ini merupakan bentuk inovasi keuangan dan investasi sosial di
Indonesia yang secara tidak langsung akan mendukung Gerakan Wakaf Nasional
dan memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia. Hingga saat ini CWSL Ritel
telah dimanfaatkan dalam memberi bantuan beasiswa Pendidikan, bantuan tuna
netra, bantuan ekonomi gerobag, bantuan sanitasi dan MCK, dan mendukung
pembebasan buta aksara Al-Quran. CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip

syariah, dan telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariat dari Dewan Syariah
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Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program ini diterbitkan pada 11 April 2022

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia n.d.).

2.2.4 Kementerian Perindustrian

Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin) merupakan salah satu
kementerian yang memiliki peran penting pada misi Indonesia sebagai Global
Halal Hub. Pemaksimalan fungsi kemenperin dilakukan Indonesia dengan
meresmikan beberapa program terkait perkembangan industri halal nasional. Salah
satunya ialah dengan pembentukan Kawasan Industri Halal (KI Halal). Sebagai
negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan
perekonomian Indonesia masih terhitung tertinggal dibandingkan beberapa negara
lainnya. Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy Report (SGIE),
Indonesia masih berada di urutan ke-empat di belakang Malaysia, Saudi Arabia,
dan Uni Emirat Arab.

Gambar 4. Indikator Peringkat Ekonomi Islam Global

Government Benchmarks

A comprehensive index of 81 countries in the Islamic
economy ecosystem relative to their size.

(See chapter for detail)
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Sumber: (Dinar Standard and Dubai Economy and Tourism (DET) 2022)

Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan penguatan ekosistem
industri halal. KI Halal menjadi salah satu upaya yang dipercaya akan mendongkrak
kemajuan industri halal Indonesia. KI Halal akan mengumpulkan pelaku-pelaku
usaha industri halal dalam suatu area untuk kemudian mendapatkan fasilitas dan
pembinaan, hingga pendampingan proses produk halal bagi pelaku Industri Kecil
dan Menengah (IKM) halal. Hingga saat ini, telah terdapat tiga Kl Halal di
Indonesia, diantaranya Modern Valley di Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo,
dan Bintan Inti Halal Hub (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2021).

Peran penting Kemenperin tercermin pada peluncuran Kebijakan Industri
Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022
tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan tersebut
menyebutkan secara terperinci peranan Kemenperin dalam pemberdayaan industri
halal, ialah:
“... menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap industri
halal terkait bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang
akan digunakan produsen untuk menghasilkan produk halal.” (Presiden Republik

Indonesia 2022)

Perpres tersebut memberikan gambaran bahwa pemberdayaan industri halal
oleh Kemenperin akan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, percepatan,
pembinaan, dan fasilitasi industri halal. Perpres Nomor 74 Tahun 2022 juga
menyebutkan beberapa kegiatan prioritas dan rencana aksi pemberdayaan industri

halal Indonesia, dengan Kemenperin sebagai pemeran utama. Dalam hal penguatan
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strategi jaminan produk halal, Kemenperin bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini diperkuat dengan adanya
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang
Jaminan Produk Halal (JPH), dimana Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dapat
dibentuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
(Presiden Republik Indonesia 2021). Sehingga, penyelenggaraan jaminan produk
halal dapat diakselerasi. Hingga penelitian ini dibuat, Indonesia telah memiliki 55
LPH, dan 13 diantaranya merupakan Badan di bawah Kemenperin yang
mendapatkan akreditasi sebagai LPH (Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia 2023).

Selain pembentukan Kl Halal dan LPH, Kemenperin juga memperkuat
ekosistem ekonomi syariah serta industri halal dengan menyelenggarakan
Indonesia Halal Industry Awards (IHYA). IHY A diharapkan dapat menjadi brand
yang mendorong pelaku usaha industri halal untuk dapat meningkatkan
kontribusinya dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Penghargaan IHYA
diberikan dalam beberapa kategori, diantaranya; best halal innovation, best social
impact initiative, best halal supply chain, best small enterprise, best halal industrial
state, best export expansion, dan best halal financial support (Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia n.d.). Setelah digelar pertama kali pada tahun
2021, pemerintah terus mengharapkan keikutsertaan yang lebih meriah pada tahun-
tahun setelahnya.

Kemenperin juga membangun program fasilitasi halal yang bertujuan untuk
mengintegrasikan informasi industri halal dengan pembentukan unit kerja Pusat

Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). Sistem informasi ini diharapkan akan
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menjadi penghubung antara kemampuan industri halal dengan kebutuhan produk
halal di dalam maupun luar negeri. Situs PPIH bisa dengan mudah diakses dengan

alamat https://halal.kemenperin.go.id/. Di dalamnya terdapat rangkaian informasi

mengenai statistik industri halal, regulasi terkait industri halal, infografis, kebijakan
industri halal, fasilitasi sertifikasi halal, dan promosi industri halal. Namun, hingga
penelitian ini dibuat, laman tersebut belum dapat menyajikan informasi secara

optimal dikarenakan nihilnya beberapa data.

2.2.5 Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia merupakan lembaga
pemerintahan yang memiliki tugas membantu presiden dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah di bidang agama di Indonesia. Dalam upaya mendukung
ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Kemenag membentuk
sebuah badan akselerasi jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH disahkan pada tahun 2017 selaras
dengan amanat kebijakan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal. Kerangka organisasi dan tata kerja BPJPH berada
di bawah Kementerian Agama dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 42 Tahun 2016, dimana dalam PMA tersebut telah diatur tugas dan
fungsi setiap bidang di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) n.d.).

Menurut PMA Nomor 42 Tahun 2016, BPJPH memiliki fungsi dalam
pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Untuk itu, wewenang BPJPH antara lain; 1) Melakukan
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koordinasi kebijakan teknis; 2) Melaksanaan penyelenggaraan jaminan produk
halal; 3) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan di bidang
penyelenggaraan jaminan produk halal; 4) melaksanakan administrasi BPJPH; dan
5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Kementerian Agama
Republik Indonesia 2016).

BPJPH telah secara aktif melakukan dorongan terhadap industri halal
Indonesia melalui beberapa programnya. Pertama, BPJPH aktif menjalin
pendekatan untuk mencapai kerja sama G-to-G dengan beberapa negara di dunia.
Kerja sama ini meliputi kebijakan perdagangan ekspor-impor produk halal antara
Indonesia dengan negara mitra dan pengakuan sertifikasi halal Indonesia secara
internasional. Kerja sama ini nantinya akan mengarah pada Mutual Recognition
Agreement (MRA). Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, Uni Eropa
menunjukkan ketertarikan pada Indonesia untuk kerja sama dalam bidang jaminan
produk halal. Hingga pada tahun 2019, 20 orang delegasi dari Uni Eropa melakukan
kunjungan ke kantor BPJPH Kementerian Agama untuk mendalami regulasi
jaminan produk halal yang ada di Indonesia (Kementerian Agama Republik
Indonesia 2019). Ketika jaminan produk halal semakin menjadi tren perdagangan
global, jumlah lembaga halal luar negeri yang mengajukan untuk melakukan MRA
terus bertambah. Dalam sebuah kesempatan, kepala BPJPH M. Agqil Irham
menyampaikan, hingga November 2022, BPJPH telah menerima pengajuan dari
104 lembaga halal luar negeri dari 40 negara (Kementerian Agama Republik
Indonesia 2022). BPJPH terus melakukan asesmen terhadap lembaga-lembaga

tersebut untuk ditindaklanjuti.
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Kedua, BPJPH melakukan pendampingan proses produk halal.
Pendampingan ini menggunakan beberapa lembaga-lembaga di daerah dan
universitas untuk membantu pelaku usaha atau produsen produk halal agar
memahami persyaratan dan standar kehalalan yang harus dipenuhi. Dalam sebuah
dashboard di laman resmi BPJPH, telah terdapat 200 Lembaga Pendamping Proses
Produk Halal (LPPH) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 61.653 jumlah
pendamping proses produk halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) n.d.). Tugas seorang pendamping proses produk halal adalah
mendampingi produsen dalam aktivitas pengolahan produk hingga pengurusan
berkas guna sertifikasi halal, hingga bertanggungjawab untuk memantau proses
audit yang dilakukan oleh tim auditor halal.

Ketiga, BPJPH telah membentuk Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
untuk usaha mikro dan kecil, dengan tujuan menjaga kesesuaian produksi halal
dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan keputusan
penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). SIPH memiliki
5 kriteria dalam penyelenggaran jaminan produk halal yang sesuai, Yaitu;
Komitmen dan tanggungjawab, bahan,, proses produksi barang, nilai produk dan
kemampuan telusurnya, serta pemantauan dan evaluasi (LPPOM MUI n.d.).

Segala fasilitasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong
akselerasi industri dan ekonomi halal tentu tidak dapat dimanfaatkan dengan
maksimal tanpa adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya
berpartisipasi dalam kemajuan industri halal Indonesia. Terkait pemecahan masalah
tersebut, BPJPH juga berupaya membangun awareness dan ketertarikan tentang

jaminan produk halal di tengah masyarakat dengan cara aktif melaksanakan
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sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal dengan pemahaman pemanfaatan peluang
pasar halal yang besar. Sosialisasi yang diupayakan oleh BPJPH diantaranya

melalui sebaran informasi pada laman https://sihalal.com/, publikasi melalui

berbagai media, kunjungan ke asosiasi usaha, hingga melakukan pembinaan UMK

Halal.
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BAB 3

PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI VISI GLOBAL HALAL HUB

Joko Widodo (Jokowi) telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia
selama 2 periode pemerintahan. Pada masa periode pertama (2014-2019), Presiden
Jokowi berpasangan dengan Wakil Jusuf Kalla. Kemudian, Pemerintahan Presiden
Jokowi kemudian berlanjut pada periode kedua (2019-2024), dengan pasangan
Wakil K.H. Ma’ruf Amin. Jalannya pemerintahan dua periode tersebut memiliki
perbedaan fokus arah kebijakan. Pada bab ini, penulis akan menuliskan bagaimana
proses perubahan kebijakan yang terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden
Jokowi berdasarkan teori intermestik dengan cakupan waktu yang telah penulis

tentukan.

3.1 Faktor Pembentukan Kebijakan Global Halal Hub

3.1.1 Kondisi Pasar Halal Global

Berdasarkan data dari Pew Research Center, jumlah penduduk muslim
dunia diperkirakan mencapai 1,9 miliar di dunia. Jumlahnya bahkan diperkirakan
akan mencapai 2,2 miliar pada 2030 (Pew Research Center 2011). Peningkatan
jumlah populasi muslim yang terus terjadi secara massif menunjukkan
kemungkinan pasar yang besar bagi perekonomian dunia. Data dari State of Global
Islamic and Economy (SGIE) Report menyebutkan bahwa penduduk muslim di
dunia menghabiskan setidaknya USD 2,2 triliun dalam pembelanjaan produk
industri halal, termasuk di dalamnya makanan dan minuman, obat-obatan, produk

gaya hidup, dan lain-lain (Salaam Gateway 2020). Peluang pasar yang luas dengan
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target pemenuhan kebutuhan muslim di dunia membuat beberapa negara di dunia
berlomba-lomba untuk mengembangkan industri halal yang mendunia. Tidak
hanya negara-negara muslim, bahkan negara-negara dengan minoritas muslim juga

tertarik mendalami industri halal untuk melaksanakan perluasan pasar.

3.1.2 Peluang Industri Halal di Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia
memiliki potensi dalam negeri yang jika diolah secara maksimal akan mampu
bersaing dengan pasar global. Indonesia berpeluang menjadi pasar domestik
maupun internasional yang menggiurkan untuk beragam produk halal. Namun, hal
ini perlu diseimbangkan dengan tingkat halal-lifestyle yang berkembang di tengah
masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan dari The Global God Divide (2020),
masyarakat Indonesia menduduki peringkat 1 dalam meyakini bahwa agama
merupakan hal yang esensial dan melekat dalam kehidupan sehari-hari (Pew
Research Center 2020). Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki
komitmen yang kuat terhadap religionitas. Karena Indonesia merupakan negara
dengan 85% penduduknya muslim, ekonomi islam sebagai ekonomi berbasis
keagamaan memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik masyarakat
Indonesia.

Selain itu, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada
2030. Hal itu disebabkan karena jumlah penduduk di Indonesia dengan rentang usia
15-39 tahun kini mencapai 39,96% dari total penduduk. Kontribusi generasi
milenial dalam membentuk struktur penduduk usia produktif juga relatif tinggi pada

67,59% (Badan Pusat Statistik (BPS) 2018). Data ini menjanjikan bahwa tingkat
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konsumsi, termasuk konsumsi produk halal, akan tetap tinggi pada tahun-tahun
mendatang.

Kemudian, Indonesia juga memiliki potensi dana zakat yang belum
tergarap. Menurut studi Puskas BAZNAZ, potensi zakat di Indonesia mencapai
233,8 triliun dengan penghimpunan zakat yang hanya sekitar 3 persennya
(BAZNAS 2020). Namun, masyarakat Indonesia mengantongi predikat paling
dermawan di dunia (Charities Aid Foundation 2021). Di samping itu pemerintah
juga telah melihat potensi tersebut dan mendirikan beberapa program penghimpun
wakaf seperti Cash Wagf Linked Sukuk (CWLS) yang berada di bawah tanggung
jawab Kementerian Keuangan. Terkait ekonomi syariah, Indonesia memiliki
peluang yang tidak memiliki akses perbankan sebanyak 51% dari jumlah populasi,
dan underbanked sebanyak 26% dari jumlah populasi (Bain Company, Google, dan

Temasek 2019).

3.2. Proses Perubahan Kebijakan

Dalam sebuah penelitian, pendekatan intermestik  merupakan
kesalinghubungan dalam konteks interaksi dan aktivitas yang dapat dikategorikan
sebagai pengaruh, dampak, dan respon atas tindakan aktor (Demeiati and
Kurniawati 2016). Dalam model deliberatif, sebuah proses kebijakan melalui
proses komunikatif koalisi, komunikatif sosial ataupun komunikatif deliberatif
(Kurniawati 2017). Model deliberatif dimulai dengan pengidentifikasian masalah
atau isu yang perlu ditangani oleh pemerintah dan lembaga terkait. Model
deliberatif menekankan partisipasi berbagai kelompok kepentingan terkait dengan

isu yang akan diubah kebijakannya. Para stakeholders akan melalui proses diskusi
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dan dialog untuk menetapkan beberapa solusi berupa kebijakan-kebijakan baru
dalam mengatasi masalah atau isu yang ada.

Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Wakil
Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan-kebijakan pada masa periode pertama yang lebih
mendetail pada penguatan ekonomi nasional dan pembangunan infrastruktur.
Periode pertama Jokowi membangun strategi perubahan fundamental ekonomi
yang bertumpu pada 3 aspek. Pertama, pembangunanan ekonomi untuk merubah
ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasi produksi. Kedua, kebijakan
pengalihan subsidi BBM menjadi pengeluaran untuk dana pembangunan
infrastruktur, bansos, dan pendidikan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan
pemerataan. Meskipun banyak menuai kontroversi, kebijakan terkait BBM ini
dipercaya pemerintah dapat memperkecil jurang kemiskinan. Alokasi dari subsidi
BBM sebesar Rp211,3 triliun pemerintah gunakan untuk membiayai program
pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar pulau Jawa, program
Kartu Indonesia Pintar, program Kartu Indonesia Sehat, serta pembangunan 25
waduk dan irigasi untuk pertanian (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
2015).

Selain itu, pada masa ini Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan
ekonomi yang di dalamnya belum menyinggung industri halal secara spesifik. 16
Paket Kebijakan berisi tentang perluasan tax holiday, relaksasi daftar negatif
investasi, dan peningkatan devisa ekspor hasil sumber daya alam. Kebijakan
ekonomi tersebut membuka lebar peluang masuknya investasi ke dalam negeri.
Namun, pemerintahan Jokowi pada periode pertama memiliki kekurangan dalam

menyikapi perkembangan industri halal domestik dan internasional. Argumen
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tersebut didorong oleh fakta bahwa peraturan tentang penerapan jaminan produk
halal belum selesai dibentuk pada periode pemerintahan tersebut. Keterlambatan
ini mengulur penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal.

Kekurangan pemerintahan Jokowi-JK dalam menanggapi industri halal juga
dapat terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan
Industri. Dalam peraturan tersebut belum ada satupun pasal yang mengatur tentang
Kawasan Industri Halal (KIH). Padahal, pada saat itu, isu industri halal sudah
menjadi perhatian banyak negara. Data dari Global Islamic Economy Report tahun
2016/2017 menunjukkan bahwa nilai belanja makanan dan gaya hidup halal di
dunia mencapai angka US$1.9 triliun pada tahun 2015 (Thomson Reuters, Dinar
Standard, and Dubai The Capital of Islamic Economy 2016). Sementara, pada tahun
tersebut, Kementerian Perindustrian RI telah menginisiasi dan mempertimbangkan
pengembangan zona industri halal atas peluang permintaan produk halal. Dalam
sebuah kesempatan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengatakan bahwa Indonesia harus
segera memulai zonasi halal untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara
lain seperti Thailand dan Malaysia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
2015).

Pada masa pemerintahan periode kedua, Presiden Joko Widodo
berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Di periode kedua ini,
ditempatkannya K.H. Ma’ruf Amin sebagai wakil cukup berpengaruh pada fokus
arah kebijakan Indonesia, terutama terkait perkembangan ekonomi syariah dan

industri halal. Berdasarkan cakupan penelitian yang penulis buat, banyak kebijakan
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terkait ekonomi syariah dan industri halal yang diratifikasi. Penyusunan strategi
untuk kemajuan industri halal, hingga pelaksanaan aksi untuk kemajuan ekonomi
syariah dan industri halal banyak terjadi. Dalam perspektif politik, K.H Ma’ruf
Amin yang merupakan salah satu tokoh besar Islam di Indonesia membawa banyak
kepentingan umat dan antusias dengan kemajuan masyarakat Islam di Indonesia.
Selain itu, pada periode ini Presiden Jokowi juga memiliki target pada penguatan
ekonomi umat dengan program penyebaran aset pada masyarakat bawah, termasuk
kalangan pesantren. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlihat mulai secara serius
menangani isu halal diawali adanya suatu gebrakan kebijakan berupa Masterplan
Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). MAKSI diterbitkan oleh
BAPPENAS pada Desember 2015. Keseriusan Jokowi menangani isu halal mulai
terlihat melalui pembentukan Komisi Nasional dan Keuangan Syariah (KNKS)
pada 2016 yang diketuai langsung olehnya. Pembentukan KNKS sebagai tindak
lanjut penerbitan MAKSI, dan wujud komitmen pemerintahan Jokowi dalam
menangani isu halal.

Pendekatan intermestik meliputi model perubahan kebijakan yang
memberikan peran penting terhadap gagasan dan jejaring kebijakan yang bersifat
transnasional. Sebuah ide atau gagasan lahir dari kegiatan kognisi dalam bentuk
sistem kepercayaan, pengetahuan, dan atau wacana. Beberapa model dalam
pendekatan intermestik adalah model jaringan, model deliberatif, dan model
konstruktivis (Kurniawati 2017).

Pada model deliberatif, perubahan kebijakan dapat terjadi disebabkan oleh
adanya perubahan wacana yang mengatur pola hubungan sosial secara normal,

sehingga kunci dari model ini adalah interpretasi sebuah wacana. Dalam hal ini,
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pemerintahan Jokowi-JK dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki low-interest
dalam memandang isu halal global. Fokus pemerintahan Jokowi-JK mengalami
perbedaan diskursus dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga, pada
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terdapat perubahan kebijakan yang cukup
signifikan terkait ekonomi syariah dan industri halal.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlihat memperkuat sektor ekonomi
syariah dan industri halal melalui pengembangan berbagai kebijakan. Penguatan
industri halal dan perbankan syariah pada masa Jokowi-Ma’ruf Amin diawali dari
penyempurnaan KNKS menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah) di bawah Perpres No.28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditetapkan 7 Februari 2020.
Pendirian KNEKS kemudian membentuk pola kelembagaan baru yang terbentuk
dalam beberapa lembaga di Indonesia dengan keterkaitan ekonomi syariah dan
industri halal dalam rencana aksi. Pemerintah juga membuka jalur investasi dari
pembentukan KIH (Kawasan Industri Halal), serta mendorong produksi kebutuhan
halal dalam dan luar negeri.

Model deliberatif melihat sebuah perubahan kebijakan seharusnya melalui
proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi, dialog, dan pertukaran
pendapat mendalam di antara berbagai stakeholder dalam suatu negara atau entitas.
Dalam konteks perubahan kebijakan Jokowi terkait global halal hub, terdapat
aktor-aktor koalisi wacana yang memiliki peran dan pengaruh dalam penyusunan
perubahan kebijakan. Sebagai koalisi wacana, OIC dapat membentuk sebuah
komunikasi atas isu atau topik tertentu yang memiliki keterkaitan dengan apa yang

terjadi pada negara-negara anggotanya. OIC juga menghadirkan sebuah gagasan

44



New Directions in The Tourism Sector: Islamic Tourism in The OIC Countries.
Gagasan tersebut kemudian mendapatkan respon berupa pembentukan Tim
Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal oleh pemerintahan Jokowi guna
melakukan akselerasi pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Sayekti 2019).

Selain itu, WTO juga berperan sebagai koalisi wacana, karena WTO
merupakan sebuah organisasi yang berisikan berbagai negara dengan tujuan
komplementer untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia.
Sebagai aktor koalisi wacana, WTO meratifikasi Technical Barriers to Trade
Agreement (TBT) yang bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan upaya
regulasi dalam harmonisasi standar global dan mencegah tindakan proteksionisme
terselubung terkait perdagangan. Melalui TBT, WTO mengakui hak anggota WTO
untuk mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan sosial
mereka yang sah. Hal ini mendapatkan respon oleh pemerintahan Indonesia dengan
diratifikasinya beberapa peraturan dan perundang-undangan mengenai jaminan
produk halal, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Sertifikasi Halal: Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang prosedur, persyaratan,
dan tata cara sertifikasi halal. Peraturan tersebut dapat didefinisikan peraturan

teknis yang dimaksudkan dalam TBT.
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BAB 4
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Joko Widodo (Jokowi) merupakan Presiden Republik Indonesia yang
berkesempatan menjabat dalam dua periode terakhir. Pada periode pertama,
pasangan Jokowi-JK membawa banyak perkembangan pada bidang ekonomi
makro. Jokowi-JK membuka lebar keran investasi asing dengan harapan dapat
memperkecil jurang kemiskinan. Melihat peluanng industri dan ekonomi Syariah
yang begitu besar, pemerintahan Jokowi-JK mulai menetapkan tujuannya untuk
menjadi global halal hub. Perkembangan Indonesia menuju global halal hub terjadi
secara masif pada masa pemerintahan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Berbeda dengan periode sebelumnya, periode Jokowi-Ma’ruf Amin memperkuat
pondasi ekonomi dan keuangan syariah melalui beragam kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya menjawab rumusan masalah
terkait mengapa Indonesia ingin menjadi pusat halal global/global halal hub.
Penulis menggunakan pendekatan intermestik milik Dyah Estu Kurniawati, dimana
pendekatan ini akan menjelaskan bahwa suatu perubahan kebijakan akan
dipengaruhi oleh lalu lalangnya ide, wacana, dan aktor. Proses perubahan kebijakan
dalam pendekatan intermestik kemudian berkembang dalam beberapa model-
model yang merupakan perpaduan antara pendekatan domestik dan pendekatan

internasional.
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Pada penelitian ini, terdapat perubahan kebijakan antara pemerintahan
Jokowi-JK dan Jokowi Ma’ruf Amin. Faktor-faktor yang mendasari perubahan
tersebut adalah adanya perubahan wacana yang mengatur pola hubungan sosial
secara normal, sehingga kunci dari model ini adalah interpretasi sebuah wacana.
Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi-JK dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki
memiliki kekurangan dalam penanganan isu halal global. Fokus pemerintahan
Jokowi-JK mengalami perbedaan diskursus dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Amin. Sehingga, pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terdapat perubahan
kebijakan yang cukup signifikan berupa pematangan kebijakan terkait ekonomi
syariah dan industri halal.

Melalui model deliberatif, penulis menyimpulkan bahwa perubahan
kebijakan era Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai global halal hub
bergantung pada proses komunikatif para aktor intermestik dalam memandang isu
global halal hub. Aktor-aktor intermestik yang dikaji dalam penelitian ini berupa
OIC, WTO, MUI, Bappenas (dengan KNKS dan KNEKS), Kemenkeu,
Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Agama (dengan BPJPH) dapat
didefinisikan sebagai koalisi wacana yang memiliki pengaruh dan peran terhadap
perubahan kebijakan terkait global halal hub pada era pemerintahan Jokowi. Di
samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi
perubahan kebijakan merupakan sebuah wacana ekonomi global dengan adanya

peluang industri halal di pasar internasional.
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4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, penulis
ingin memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya. Penelitian ini
membahas secara cukup dalam mengenai peran aktor-aktor intermestik dalam
kaitannya dengan tujuan Indonesia sebagai global halal hub. Namun, penulis secara
sadar mengetahui bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Untuk
itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mampu membahas lebih dalam
permasalahan ini dalam pendekatan intermestik, mengingat masa pemerintahan
Jokowi masih berjalan hingga saat ini dan masih banyak kebijakan-kebijakan

Jokowi yang akan bermunculan di akhir masa periodenya.
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